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Undang~undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-
undang Hukum Acara pidana ;

Undang—undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian :

Undang-undang MNomor 24  Tahun 1992 tentang
Faenataan Ruang ;

Uﬁdaﬁgwundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Dasrah dan Heltribusi Daarah

Undang—undang Momor 23  Tahun 1997 tentang

Pengaelolaan Lingkungan Hidup ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemer-—

intahan Dasrah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang

Palaksanaan Hukum fcara Pidana @

Peraturan Pemerintah NHomor 29 Tahun 19886 tentang
Aanalisis Menosnail Dampak Lingkungan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah

Keputusan Presiden Republik Indeonesia Nomor 33
ahun 1992 tentang Tata Cara Pasnanaman Modal ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran
Bagi Perusahaan—perusahaan Yang Mengadakan
Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1

Tahun 1967 dan Undang—undang Nomor & Tahun

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

19287 tentang Pensriiban  Pungutan-pungutan  dan

4

jangka HWaktu terhadap Pembesrian Ijin mﬁdang*
undang Gangguan { Hinder Ordonantis )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
1982 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib
Pangusahaan  Kawasan Industri serta Prosedur
Pembarian Ijin Mendirikan BRangunan { IMB )}  dan
Ijin Undang-undang Gangguan { UUG ) / HO Bagi
Perusahaan—parusahaan vang Berlokasi di Luar
Kawasan Industri ;

§

i9. Peraturan .......>.
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19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
1992 tentang Tata Cara Pamberian Iiin Mendirikan
Bangunan { IMB )} serta Ijin. Undang-undang
Gangguan { UUG 1 / HO bagl Perusahaan—parusahaan

vang berlokasi di Luar Kawasan Industri g
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Keputusan Menteri Dalam Negsri Nomor 4 Tahun

1997 tentang Penvidik Pegawal Negeri Sipil di

o]
i o

ngkungan Pemerintah Dasrah
21 .Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan

Retribusi Dasrah ;

gl
M

CEeputusan  Menteri Dalam MHegeri Nomor 175 =
1997 tentang Tata Cara Pemsriksaan i Bidang
Raetribusi Daesrah :

23 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun

1998 t&ntan

152
”f'r

wang  Lingkup  dan Jenis-jenis

Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingka

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

)
Lo

1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Iiin Mendiri-

can Bangunan dan IJin Undang-undang Gangguan

uran Daerah EKabupaten Daerah Tingkat II
ahun 1989 tentang Penyidik Psgawai

.
Negeri Sipil Di Lingkungan Pesmerintah Kabupaten
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Rakvat Daerah

Kabupaten Patl tanggal 7 Dasember 1999 Nomor

ZAFRER /199G tentang Persetujuan Paensetapan
Rancangan Peraturan Dasrah Kabupaten Pati
tentang Retribusi Iiin Gangguan Menjadi

Paraturan Dasrah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

MEMUTUSEAN ... ...
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BB IX
M&aSA RETRIBUSI DaM SAAT RETRIBUSI TERUTANG
PFasal 11

{1) Masa Retribusi untuk tesmpat usaha/kegiatan vang
tidak masuk kategori walib aMDAL waktu lamanva
3 {tiga) tahun, kscuali ditetapkan lain 0Oleh

Bupati.

)
i\
Sttt

Masa Retribusi untuk Tempat Usaha/kKegiatan vang

masuk Kategori wajib AMDAL Jangka wakitu lamanya

5 14
Pasal 12
Retribusi terutang pada saat diterbith va SHERD
atau ol T vang dipsrsamakan.

B ®
L PHDAFTARAGN

Pasal 1z

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

{(2) SPJORD sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
diisl dengan besnar dan lengkap ssrita ditanda-

tangani olsh tHajib Retribusi atau kuasanva.

{2} Bantuk, isi, serta tata cara pengisian dan

panvampalan SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB HI
PEMETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

{1) Berdasarkan SPJdORD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) reribusi terutang ditetapkan
dengan mensrbitkan SKRD atau dokuman lainnya
vang dipersamakan.

(2) Bentuk ...._..









H

e

e

i

o

o

S

L

.




Josay

e
n

4]

PMELTL

2 4

o,
P

i
A

Hilatat BN

%

o

e
Vi







b

e

Lok b |
u ; ‘
“ -
e B i, T
o <. B E
i { i
Ja ] oo
- m )
& {nlu
v m
-
s
tn oy
=
i
4
ol
2 bk
e i
A,
i
P S
Yoy 4
L Mo’ St R A d




m

LHog

el
ol

15

id

7%

Ly Jeoag e

HE

P
ooy
San

St

ey




L)



2

fond

s

o

Josn




=
=

7

Lt

it
ol

i}
[

oo

ol




L

y un




Lk

nu nn

[

d
11

L]
(e

]
|

Hi

e
s

afpal

o}

Y
i
11

Ida




